
WALIKOTA  PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN  WALIKOTA  PADANG
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 30
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2014
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan transparansi
dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota
Padang, telah ditetapkan Standar Biaya Penyusunan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 sebagaimana
diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun
2013 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dilingkungan Pemerintah
Kota Padang;

b. bahwa dengan adanya perkembangan kegiatan pada beberapa
SKPD, maka pedoman standar biaya penyusunan dokumen
pelaksanaan anggaran tahun 2014 tersebut perlu diubah da
disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang
Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014
Dilingkungan Pemerintah Kota Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor105, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebgaiamana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana  telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5533);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2012;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 2011
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Kontruksi dan Jasa Konsultansi;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekrtetariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2014
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2013
tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2014 dilingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013
Nomor 30) diubah sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Agustus 2014
WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI
Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR  AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 26.


